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—| PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN
& / JL. H. Agus Salim Painan Telp, [ 0756 ) 21602
[~ Website : httpy/diknaspesisirselatan.org
Email : diknaspesselnyahoo.co.id

REPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
HOMOR : 420/22 8 fKpts/Set-Diknas/2014

TENTANG
PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENAGAH
PERTAMA FADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang :  a  bahwa untik MENATPUNE lalusan siswa
ZckolahDasar dan Sckalah Menengah Pertama maka
Pemerintah  Daerals Kabupaten  Pesisir  Selatan
merasa perlu mendirikan Sckolah Dasar dan Sekolah
Menengahh  Pertama  vang  berkedudukan  di
Kabupatern Pesisir Selatan;

k.a pcuu (thi.la_L Sh’ukru]
kolah Dasar dan  Seckolah

pertimbangan  sebugaimana
{ a dan hurul b, dipandang
Helembagean ekolah Dasar dan
Pertama Kabupaten Pesisir
1rusar Bupatl Pesisir Selatan;

Mengingat DI ndang Momor 12 Tahun 1956 tentang

n DNaeral: Otonomi Kabupaten Dalam
a1 Daersh  Propinsi  Bumatera  Tengah
ibaran Megara Republil Indonesia Tahun 1956
Nom  23) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun
1957 [Lernbaran MNegara Republik Indonesia Tahun
1857 Momor 77) jo Undang-Undang Nomoer 58 Tahun
1958 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 MNemor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndenesia Nomer 1643);

2. LUndong-Undang Nomor 17 Tabun 2003 lentang
Keuangan Megara  [Lembaran  Negara  Republik
Indenesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Tndonesia Nomor 4288];

indang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 teniang
sistem  Penclidikan  Nasional  [Lembaran Negara
Republilk  Indonesia  Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301;

ca




ang Nomor 15 Tahun 2004 lentang
Pengelolaan  dan Tenggung  Jawah
Negurs  {Lembaran Negara Repu
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahsn
Lem L\u"an Megara Republik Indunesia Nomar 4400);

ln, Undang' Nomor 33 Tahun 2004 tenlang
Antara Pemerintah Pusat
[Lembaran Negara Republik
2 04 MNemor 126, Tambalian
AL 1\cgam Republik Indnonesia Notnor 4438}

‘1dangU1dang MNomor 23 Tahun 2014 lentang
intahan Dacral (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Fepublik Indunesia Nomaor 5387 7l

Feraiuran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tenta ng
Nasional Pendidikan ({Lembarsn Negara
Indonesia  Tahy 2005 Notnor 41,
Lembaran Nep; Republik Indonesia
‘Iﬁmﬁ 4486) schagaiman zh diubah dengan
Peraturan  Pemenintah Nomor 32 Tshun 2013
fentang  Perubshan Atas Peraturan  Pemcrintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Nepars
Repubitk Indonesia Komor 54103;

l—e. aturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang
Pergelolasn Kevansan Dacrah (Lembaran Negara
ia Tabun 2005 NWomor 140,
b;"mn Lembaran Negara Republikc
18

rlduuc in Nomor 4

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tenta ng
Pedorman Pernbinaoan dan Penpgawasan
clenggarnan  Pe intah  Daerah  (Lembaran
1 Republik Tndenesia Tahun 2005 Nomor 163,
baban Lembaran ¥egara Republik Indonesia
Nomor 45931

ah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
an Permerintahan Antara
Pe nr‘Jn..‘anai Daerah  Provinsi dan

Kabupaten /Kola (Lembaran
Wegara Republik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahar Trmb aran Negara Republilk Indonesia

n Nomor 47 Tahun 2008 tentang

{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambalan Lembaran Negara
Republik Indencsia Nomer 4263);

Pemerintab Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendidikan {Lembaran Negara Republik

Peraturan
Pendanaa




S

Menetankan
KESATL

KEDUA

e

Indenesia  Tahun 2008 Momor 91, Tambahan

Lermbaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4864

Peraturan Pemnerintah Nomor 72 Talun 2008 tentang
baran Negara Republik Indonesia Tahun
v 104, Tambahsn Lembaran Negara
wdomesia Nomor 494 1);

b Nomor 17 tahun 2010 tentang
Penyelengearaan  Pendidikan
( Megara Republik Indonssiz Tabun 2010
Momor 23, Tambahzn lembaran Negara Republik
ia Womor 51035), sebagaimana telah diubah
n Peraturan Pemerintah Mamaor 66 Tahun 2010
Perubahan  Aras  Perataran  Pemerintah
17 Tahun 2010 tentane Pengelolaan dan
Penvelengeacaan  Pendidikan  (Lembaran Negara
blik Indonesia Tohun 2010 Nomor b
Tambzhan Tembaran Megsra Republik Indonesia
Momor 515"

eri Pendidikan Nasional Nomoer 69
3 entang Standar  Pemeliharaan Satuan

nan Organisasi dan Tats
ten Pesisir Selatan:

aturan Dacrah Kabupsten Pesisir Sclatan Nomor
5 Tahun 701" fenlang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daecr Kabuparen Pesisir Selalan Tahun

EEATATL

P‘*Ii—\"ll’ Bl ? 1paLi l"ul I Belatsn MNomor 44 Tahun
Anggaran Pendapatan dan
Ducr ] mlu alenn Pesisic Selatan Tahun
N 2014, scbhagaimana telah beberapa kali
teralkhir dengan Perzsturan Bupat Pesisit
iann Nomot 10 Tahun 2014 tentang Perubahan
I\c‘dra Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor
44 Tahun 2013 tentang Penjabaran  Angparan
Apa dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisic
hun Anpgaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Penetapan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama Kabupaten Pesisir Selatan yang
berkedudulkan  di Kabupaten Pesisir Selatan,
Sebagaimana tercantum pada Lampiran [ Kepunasan

ari Sirukiur Sekolalh Dasar dan Sckolah
Mencngah Pertama  Kabupaten Pesisit Sclatan



KETICGA

KERMPAT

KELIMA

sebagaimana tercantum pada Lampiran Il Keputusan

iran | dan Lampiran 1| Keputusan i
upakan  bagian yang tidak  terpisabkan dari
keputusan ind,

Segala  biaya  wang  timbul  akibat keluarnya
Keputuean  ini  dibebankan  kepada Anggaran
Pendaparan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisic

mulai  berlaku  sejak tanggal
; pabila dikemudian hari terdapat
dalam penetapan ini akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di:  Painan
Pada tanggal @ Oktoher 2014

clidilan
ir Selatap

aPE
%:MEE\N'“’“‘

L ANWAR, M.Pd
198703 1



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PESISIE SELATAN
NOMOR s420/ 218 JKpts/Sel-Dinas /2014
TANGGAL OKTOBER 2014
TENTANG : PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH  DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR

SELATAN
[NO | KECAMATAN KELEMBAGAAN SEKOLAH KET
1 | SUTERA | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
i NEGERI 07 SUTERA
2 | SUTERA 'SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
= NEGERT 08 SUTERA el
{3) | LINGGO SARI | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
| BAGANTI NEGERI 07 LINGGO SARI BAGANTI
4 | LINGGO SARI SEKOLAH DASAR 39 TANJUNG BUNGO
BAGANTI :
5 |RANAH AMPEK | SEKOLAH DASAR 11 TALANG KUBU
HULU
|6 |SILAauT SEKOLAH DASAR 13 SILAUT
~Kepala dings pendidikan
wabnpated Pesisir Selatan

r A YUL ANWAR, M.Pd
INIECF963§730 198703 1 003



5 EELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR.SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jin. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. 10756 21502
Email : diknaspesscliivahoo.co.id [ diknaspesselipmeil.com

Web : hiip:/ fwww, diknas-pessel.org

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/Yas /DPK-Sekretariat/ 2013

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL

KELEMBAGAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum
kepada penyelenggara kelembagaan pendidikan Selkolah
Menengah Pertama (SMP] dalam memberikan layanan
pendidikan  kepada masyarakal perlu diberikan [zin
Operasional kelembagaan pendidikan Sekolah Menengah
Fertama (SMP);

bahwa untuk Penelapan [zin Opc:msim.nlll Kelembagasn
Pendidikan ~ Sckolah  Menengah  Pertama  (SMP)
sebagaimana  dimaksud  butir &, dipaundang  perlu
ditetapkan denpgan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;

Undang- Undang Nomor 12 Tahun . 1956 tentang
Pembentukan  [Daerah  Otonom Ka.b;.maten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis
Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 'I{-.’I‘SIS Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643);



T .

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran  Negara
Republik [ndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidiksan  Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (lentang
Pemeriksaan Pengelolasn dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun ‘2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1235, '[;a.mbahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-
Undang MNomaor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Eedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Nelgara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Nepara Republik [ndonesia Nomor 4844];

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Reprublik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomaor 41, Tambahsan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4495), schagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32



11.

13

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tenlang Standar
Nasional  Pendidikan  [Lembaran  Negera  Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran

Negera Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tenlang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
‘

Peraturan Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 tenlang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4583);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 ’J‘nhLul 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintshan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4737);

s

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2007 Ndmor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741}

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tabun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lerbaran  Nepara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Namaor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tshun 2008 Nomar 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



20.

20

Peratiran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 lentang
Guru [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Momer 194, Tambahan Lembaran Megara Republik

Indonesia Nomor 494 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Nepara Republik  Indopesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105], sebagaimana telah diubah  dengan Peraruran
Pemerintah Nomor 66 Tabun 2010 tentung Perubaban
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1?- Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Wegara Republik Indonesia
Nomor 5137);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 54 Tahun 2008
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun

2009 tentang Standar Pemeliharaan Satuan Pendidilan;

Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Sclatan Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan vang merjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan:

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2011
tentang Tata Maskah Dinas Di Lingkungan Pemcrintah

Kabupaten Pesisir Selatan;
Peraturan Daerah Kabupalen Pesisir Selatan Nomor 14
Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Surat dari Kepala Sekolah Menengah Perltama [(SMP)



Negeri 7 Sutera Nomer : 01/108.420.00/8MP7 / 1V-2015
tanggal 7 Aprl 2015  tentang  Permohonan  Izin
Operasional Sekalah;

22, Burat dari Kepala Sekolah Menengah Pertama [(SMF)
Negeri 7 Linggo Sar Baganti Nomaor : 01,108,420/ SMP-
7/IV-2015 tanggal 3 April 2015 tentang Bermohonan lzin
Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN : i

Menetapkan

EESATU Penctapan Izin Operasional Kelembagaan Pendidikan Sekolah
Menengah  Perlama (SMP|, Schagaimana  lercantum  pada
Lampiran HKeputusan ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan ini;

KEDUA Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini
dibebankan kepada sumber vang relevan:

'
KEETIGA Keputusan ini  berlaky sejak  tanggal diLcLapkan dengan

ketentuan  apabila  dikemudian  hari temyats  terdapat
kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetaphan di: PAINAN
Pada Tanggal ; APRIL 2015 *

4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P 4 sir Selatan,

T
G
7.

L)
TADIMAR |

UL ANWAR, M.Pd
198703 1003

Tembusan :Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

B A L R T

- Bupati Pesisir Selatan di Painan

- Camat Kecamatan Sutera

- Camat Kecamatan Linggo Sari Baganti

. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kecamatan Sutera

¥ang bersanghutan uniuk diperpunakan seperiunyva
Arsin.

. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lingeo Sari Baganti
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ALEAN

+ KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KE BLDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 1420/ 135 {DPK-Bokretariat /2015
TANGGAL £ APEIL 2015
TENTANG

: PENETAFAN TZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN
FENDIDIKAN SEECLAH MENENGAH FERTAMA [SMP)

NAMA KELEMBAGAAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | JALAN RAYA PAINAN-SURANTIH
[SMP) NEGERL 7 SUTERA ‘ KENAGARIAN TERATAK

BAGANTI

~ PENDIDIKAN SLaNar KET ‘

| KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEECAMATAN SUTERA ‘

SEKOLAH MENENGAFH PERTAMA | JALAN MUARA GADANG
(SMP) NEGERI 7 LINGGO SAR[ | KECAMATAN LINGGO SARI

BAGANTI KABUPATEN PESISIR
SELATAN

sir Selatan,

o

-~ ok AN
=T I07 30 198703 1 003
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